
 
 

 
 
 

GUBERNUR BALI 

 
PERATURAN GUBERNUR BALI 

 

NOMOR 54 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG 
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

GUBERNUR  BALI, 
 
 

Menimbang 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mengingat 
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a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 
akuntabilitas pelaksanaan Penghitungan Dasar 

Pengenaan  Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor, dengan memperhatikan 

prinsip efisiensi, kepatutan, dan kewajaran dalam sistem 
pengelolaan keuangan daerah; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2023 
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor tidak sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan hukum, sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penghitungan 
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang             
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  6856); 

 
 

 

SALINAN 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang               
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang          

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang            
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6871); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30          
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Menetapkan 
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11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis 
Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan 

(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 146); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita  

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri   
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80          
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019           
Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat 

Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia               
Tahun 2023 Nomor 382); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah   

Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Nomor 7); 
15. Peraturan Gubernur Bali tentang Nomor 52 Tahun 2023 

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 52); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2023 

TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK 
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA 

KENDARAAN BERMOTOR. 
 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 32 dalam Peraturan Gubernur Bali        

Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar 
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali                  
Tahun 2023 Nomor 52), diubah  sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
 

 



Pasal 32 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal             

6 November 2023.  
 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 

 
 

 Ditetapkan  di Bali 
 pada tanggal 24 Oktober 2023   
                                                 

Pj. GUBERNUR BALI, 
 

      ttd 
 

 
         S. M. MAHENDRA JAYA 
 

 
Diundangkan  di Bali 

pada tanggal 24 Oktober 2023   

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 
ttd 

 
 

              DEWA MADE INDRA 

 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 54 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya  

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,  

 

 

 

 

Ida Bagus Gede Sudarsana  

NIP. 19691010 199703 1 012 
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